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Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD
dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD (KUA)
yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah$APBD) Tahun Anggaran 2019, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan
daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam lampiran yang
menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019.

Palangka Raya, Juli 2018

PIMPINAN
WALIKOTA PALANGKA RAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FAPALANGKA RAYA
selaku, '
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PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sesuai dengan pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 83 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA)
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan
pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap
tahun.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palangka Raya Tahun 2019 melalui Peraturan Walikota Palangka Raya
Nomor : 6 Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018, dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 maka disusunlah
rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) agar tercipta sinkronisasi
Kebijakan Pembangunan Daerah dengan Kebijakan Pembangunan Nasional.

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) memuat tentang: (a)
gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi
makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun
Anggaran 2019 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya
terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang
menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah
untuk Tahun Anggaran 2019 serta strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan
belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam
upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari
sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi
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pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit
dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan
daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi
pencapaiannya.

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas
dan Plafon anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 yang telah
dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Palangka Raya
bersama Badan Anggaran DPRD dalam pembicaraan pendahuluan pembahasan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) selanjutnya
disepakati menjadi KUA dan PPA. KUA dan PPA yang telah disepakati, masing-
masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama
antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, Kepala Daerah menerbitkan pedoman
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD), sebagai pedoman bagi SKPD
dalam menyusun RKA-SKPD, selanjutnya akan menjadi bahan untuk
penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.

1.2  Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran
2019 adalah untuk menyusun dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro
daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, belanja
daerah dan pembiayaan daerah, serta strategi pencapaiannya dan sebagai dasar
penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dalam rangka penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun
Anggaran 2019.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun
Anggaran 2019 ini adalah sebagai berikut:
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1.3.1.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja

1.3.2;
1:3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3:6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

Palangka;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

b e———,——,———————————————— ]
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1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1317

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RP]JP) Kota Palangka Raya Periode 2008
-2028;

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2012 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2019.
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KERANGEA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah
2.1.1. Pertumbuhan Ekenomi

Provinsi Kalimantan tengah Memiliki peranan yang penting dalam
meningkatkan perekonomian Nasional terutama pada beberapa sektor
diantaranya sektor perkebunan (Kelapa Sawit dan Karet) Sektor Peternakan,
Kehutanan, Perikanan dan Pertambangan.

Pembangunan Daerah selalu berhubungan dengan pertumbuhan
ekonomi Regional mikro maupun makro. Sektor- sektor usaha yang memiliki
nilai tumbuh produksi walaupun ada beberapa nilai investasi yang berasal dari
luar derah.

Ekonomi Kalimantan Tengah triwulan 1V-2017 terhadap triwulan 1II-
2017 (y on y) tumbuh 5,34 persen, melambat dibanding capaian triwulan IlI-
2017 yang tumbuh 6,13 persen. Pertumbuhan beberapa lapangan usaha y ony
(%) pada triwulan 1V-2017 antara lain perdagangan 10,05 persen, konstruksi
8,47 persen serta pengadaan listrik dan gas 7,56 persen.

Distribusi PDRB menurut lapangan usaha (%) pada triwulan 1V-2017
antara lain pertanian kehutanan dan perikanan 20,52 persen, perdagangan dan
reparasi 12,43 persen, industry pengolahan 16,65 persen, pertambangan dan
penggalian 10,96 persen.

Sumber pertumbuhan menurut lapangan usaha antara lain pertanian,
kehutanan dan perikanan sebesar 1,27 persen, konstruksi 0,77 persen,
perdagangan dan reparasi 1,11 persen, pertambangan dan penggalian 0,93
persen, lainnya 1,26 persen.

Ekonomi Kalimantan Tengah triwulan [V-2017 tumbuh sebesar 5,34%
disbanding triwlan 1V-2016 (y on y). Pertumbuhan positif terjadi pada hampir
semua komponen. Pertumbuhan teringgi dicapai pada komponen pengeluaran
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konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 9,57 persen diikuti pengeluaran
konsumsi pemerintah (PKP) sebesar 7,84 persen dan PMTB sebesar 6,64

persen.

Sologm oo onig e

s Sepios1

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2011-2016
(Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Kalimantan Tengah)

Perekonomian Kalimantan Tengah tahun 2016 didominasi oleh tiga
kategori utama yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (21,94%), Industri
pengolahan (16,3%) dan kategori perdagangan besar dan eceran dan reparasi
mobil dan sepeda motor (11,68)

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan
Tengah tahun 2016 kategori pertambangan dan penggalian memiliki sumber
pertumbuhan tertinggi sebesar 1,2%, diikuti industri pengolahan sebesar
1,13%.
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industri perdagangan pertanian lainnya
pengolahan

Gambar 3. Sumber pertumbuhan PDRB (c to ¢} Menurut Kategori
(Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Kalimantan Tengah)

Sumber Utama pertumbuhan Kalimantan Tengah tahun 2016 adalah
Komponen Ekspor sebesar 4,56 persen diikuti PMTB sebesar 2,17 persen dan
Pengeluaran Rumah Tangga (PKRT) yang menyumbang 1,84 persen terhadap
laju pertumbuhan perekonomian Kalimantan Tengah. Ekonomi Kalimantan
Tenaga triwulan IV-2016 sebesar 8,59 persen meningkat dibanding triwulan IV
-2015. Pertumbhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor yang tumbuh
sebesar 16,20 persen diikuti komponen PMYB dan PKRT yang masing masing
tumbuh 4,90 persen dan 4,31 persen. Struktur Ekonomi Kalimantan Tengah
triwulan [V-2016 menurut pengeluran didomonasi oleh komponen
Pembentukan Modal Tetap Bruto (45,95 persen), Ekspor (43,00) dan

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.
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PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014-2015

Pértumbuhan ekoﬂomi

Kabupaten/Kota (%)
2014 2015 2016
1 Kotawaringan Barat 691 | 730 -
772 | mkotawaringa.n Tirrm;rm ; _’7?7_ 7,-62 7
3 | Kapuas . 700 726 3
" 4 | BartoSelatan | 532 559
5 Barito Utara | 424 | 520 |
6  Sukamara 605 6.02 _ 7
7 Lamandau 696 674 _
8 | Seruyan — I m 512 |
9 | Katingan ~ @54 | &5z _

10 | PulangPisaw | 759 | 780 =
11 GunungMas 637 | 696 e
12 | Barito Timur 526 | 515 ] =

13 MurungRaya 588 685 -
14 | PalangkaRaya | 697 | 718 T
l&lm&ntan'l‘eng:ah pEs A 6,21 7,0177# = .6-,36

Pertumbuhan riil Ekonomi Kota Palangka Raya pada tahun 2015 adalah
7,18 dari hasil perhitungan PDRB tahun 2014 dan 2015 laju pertumbuhan ini
kembali naik setelah tahun sebelumnya sedikit melambat yaitu sebesar 6,97
persen atau secara riil PDRB pada tahun 2014 dan 2015. Pertumbuhan
ekonomi Kota Palangka Raya selalu diatas lima persen sehingga dapat dilihat
bahwa perekonomian Kota Palangka Raya dari tahun ke tahun selalu
mengalami kemajuan sejalan dengan semakin membaiknya ekonomi Regional

dan Nasional walapun pertumbuhan ekonomi regional maupn nasional tidak
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menjamin masyarakat setempat mengalami kemakmuran. Peningkatan
pendapatan masyarakat yang tinggi merupakan salah satu ukuran yang lebih
cocok untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat hal ini bila
dilihat dari konsumsi artinya masyarakat mempunyai kesempatan untuk

menikmati barang dan jasa yang lebih banyak dan lebih tinggi kualitasnnya

Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Rayai Tahun 2011-2015
(Berita Resmi PDRB Kota Palangka Raya).

2.1.2. Laju Inflasi
Selama Februari 2018, di Provinsi Kalimantan Tengah (gabungan Kota

Palangka Raya dan Sampit) terjadi inflasi sebesar 0,08 persen dengan laju
inflasi tahun kalender 0,53 persen. Laju inflasi tahun ke tahun sebesar 2,55
persen. Sedangkan di Kota Palangka Raya terjadi inflasi sebesar 0,04 persen.
Inflasi di Palangka Raya terutama dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga pada
kelompok sandang (0,74 persen) dan kesehatan (0,61 peresen). Kota Sampit
juga mengalami inflasi sebesar 0,14 persen. Inflasi di Sampit terutama
dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga pada kelompok pendidikan, rekreasi
dan olahraga (1,45 persen) dan sandang (1,32 persen).

Komoditas utama pendorong inflasi di Palangka Raya adalah bahan
bakar rumah tangga (0,08 persen), cabai rawit (0,04 persen), bensin (0,03
persen), ikan asin telang (0,02 persen) dan bawang putih (0,02 persen).

Sedangkan di Sampit adalah beras (0,14 persen) dan emas perhiasan (0,05
e e e ]
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persen). Sementara itu, komoditas yang berkontribusi terhadap potensi
terjadinya deflasi di Palangka Raya adalah daging ayam ras (0,14 persen) dan
telor ayam ras (0,05 persen). Sedangkan di Sampit juga berasal dari daging
ayam ras (0,15 persen) dan diikuti oleh jasa angkutan udara (0,12 persen).
Sedangkan andil lima komoditi utama terhadap inflasi Kota Sampit
adalah beras (0,14 persen), emas perhiasan (0,05 persen), taman kanak-kanak

(0,04 persen), seng (0,04 persen) dan minyak goring (0,03 persen).

2.1.3. Kemiskinan

Berdasarkan data BPS pada periode September 2017 menunjukkan
sebesar 137.884 jiwa penduduk miskin di Kalimantan Tengah dengan rincian
penduduk miskin di perkotaan sebesar 48.337 jiwa dan perdesaan sebesar
89.547 jiwa.

Pengeluaran untuk beras, rokok dan perumahan memberikan pengaruh
besar pada kenaikan garis kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukan jumlah
rupiah minimum sebesar Rp. 406.836,00 yang dibutuhkan untuk memenuhi
kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per
kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki
rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan

dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan September 2012-2017

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

September 2012 0,919 1,158 1,078
September 2013 0,380 2,87 1,016
September 2014 0,444 1,237 0,968
September 2015 1.048 1.002 1,018
September 2016 0,683 0,629 0,648
September 2017 0,789 0.870 0,840
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Indeks Keparahan Kemiskinan (P1)

September 2012 0,251 0,237 0,266
September 2013 0,037 0,441 0,305
September 2014 0,066 0,342 0,248
September 2015 0,245 0,230 0,235
September 2016 0,165 0,136 0,146
September 2017 0,182 0,206 0,197

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan rata-
rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis
kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin
menyempit. Sedangkan pada indeks Keparahan, semakin tinggi nilai indeks,

semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

2.1.4. Pengangguran
Sejalan dengan penurunan penyerapan tenaga kerja pada sektor

informal, sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor dengan
penyerapan tenaga kerja informal tertinggi juga mengalami penurunan sebesar
8.249% dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi Asosiasi,
penurunan penyerapan tenaga kerja dalam sektor pertanian utamanya
disebabkan oleh banyaknya petani kecil yang pindah ke sektor informal untuk
menghindari ketidakpastian pendapatan. Di sisi lain, terbatasnya kinerja
ekonomi sektor pertambangan menyebabkan penurunan penyerapan tenaga

kerja sektor tersebut sebesar -4.38% (yoy).

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2019
Perekonomian Kota Palangka Raya pada tahun 2019 akan menghadapi

beberapa tantangan baik yang bersifat internal maupun dari pengaruh
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perkembangan ekonomi nasional dan global. Target lain didukung oleh
pertumbuhan sektor-sektor yang memberikan kontribusi untuk PDRB adalah
sektor jasa-jasa, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor
perdagangan, hotel dan restauran.

Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dari
sisi permintaan/penggunaan yaitu meningkatnya konsumsi masyarakat dan
pemerintah, membaiknya kinerja investasi dan ekspor.

Tekanan inflasi pada tahun 2018 diperkirakan menuju kecenderungan
menurun seiring dengan menurunya jumlah tekanan inflasi baik internal
maupun eksternal juga turunnya suku bunga Bank Indonesia. Eksternal terkait
perekonomian global, secara internal cenderung menurun seiring membaiknya
pasokan dan distribusi bahan pangan serta berbagai kebijakan yang ditempuh
dalam upaya pengendalian inflasi dapat menciptakan kestabilan harga.

Kondisi perekonomian daerah terus membaik berimbas pada laju
perekonomian yang meningkat. Laju pertumbuhan didukung oleh kebijakan
pemerintah akan mampu memperluas terciptanya lapangan Kkerja baru.
Penyerapan tenaga kerja yang meningkat sejalan dengan program padat karya,
pembangunan infrastruktur, revitalisasi pertanian akan menurunkan angka
pengangguran.

Tingkat kemiskinan diupayakan turun melalui program pemberdayaan
masyarakat. Pemerintah daerah terus berupaya mengatasi masalah kemiskinan
dengan pemberian subsidi Jamkesda, Raskin, KUR. Sejalan dengan semakin
luasnya lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat diharapkan juga akan

semakin meningkat dan jumlah penduduk miskin akan menurun.

2.2.1. Inflasi

Selama Februari 2018 di Provinsi Kalimantan Tengah (gabungan Kota
Palangka Raya dan Sampit) terjadi inflasi sebesar 0,08% dengan laju inflasi
tahun kalender sebesar 0,53%. Laju inflasi tahun ke tahun sebesar 2,55%.
Sedangkan di Kota Palangka Raya terjadi inflasi sebesar 0,04%. Infalsi di Kota
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Palangka Raya terutama dipengaruhi oelh kenaikan indeks harga pada
kelompok sandang (0,74%) dan kesehatatan (0,61%). Kota Sampit juga
mengalami inflasi sebesar 0,14%. Inflasi di Sampit terutama dipengaruhi oleh
kenaikan indeks harga pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga
(1,45%) dan sandang (1,32%). (Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Kalimantan
Tengah).

Laju inflasi bulanan menunjukan kenaikan harga bulan tertentu
dibandingkan bulan sebelumnya laju inflasi Kota Palangka Raya mempunyai
pola musiman. Hal ini terlihat dari laju inflasi cenderung naik di bulan
November sampai Januari dimana terdapat hari Natal. Setelah itu laju inflasi
trend menurun dan naik lagi menjelang hari raya Idul Fitri yaitu di bulan Juni
sampai dengan Juli. Setelah bulan - bulan ini berlalu harga - harga pun turun
kembali.

Faktor - faktor yang mempengaruhi inflasi dari sisi permintaan dan sisi
penawaran. Dari sisi permintaan meningkatnya tekanan inflasi oleh naiknya
ekspektasi masyarakat adanya kenaikan harga memasuki awal tahun dan
masih dibayangi tingginya harga-harga kebutuhan pokok yang terjadi awal
tahun akibat kondisi gelombang laut tinggi yang mengganggu ketersediaan
barang di pasar.

Dari sisi penawaran, terbatasnya pasokan yang masuk dari Pulau Jawa
terutama untuk komoditas bawang merah dan cabe rawit. Juga komoditas yang
dihasilkan sendiri seperti daging ayam ras dan ikan pasokan semakin terbatas

dipasar sehingga mempengaruhi kenaikan harga.

2.2.2. Kemiskinan

Angka kemiskinan Kalimantan Tengah 2015 menurun dibandingkan
dengan Tahun 2014. Berdasarkan data BPS pada periode September 2015
menunjukkan adanya penurunan sebesar 0.16% atau sebesar 696 orang
dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dampak trend perlambatan

ekonomi pada semester II 2015 masih belum terlihat terhadap angka
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kemiskinan periode September 2015. Hal ini disebabkan perlambatan ekonomi
akibat pemurunan harga komoditas SDA dunia baru berdampak terhadap
kelompok masyarakat berpendapatan tinggi.

Berdasarkan sebarannya, penurunan angka kemiskinan disebabkan oleh
menurunnya kemiskinan di wilayah pedesaan. Jumlah penduduk miskin di
wilayah pedesaan mengalami penurunan sebesar 9.11% atau sebanyak 9.967
orang dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain angka kemiskinan di wilayah
perkotaan justru mengalami peningkatan sebesar 23.50% atau sebanyak 9.271
orang dibandingkan tahun 2014

2.2.3. Pengangguran

Sejalan dengan penurunan penyerapan tenaga kerja pada sektor
informal, sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor dengan
penyerapan tenaga kerja informal tertinggi juga mengalami penurunan sebesar
8.24% dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi Asosiasi,
penurunan penyerapan tenaga kerja dalam sektor pertanian utamanya
disebabkan oleh banyaknya petani kecil yang pindah ke sektor informal untuk
menghindari ketidakpastian pendapatan. Di sisi lain, terbatasnya kinerja
ekonomi sektor pertambangan menyebabkan penurunan penyerapan tenaga

kerja sektor tersebut sebesar -4.38% (yoy).

JUMLAH PENGANGGURAN, BERDASARKAN PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan 2014 (orang) 2015 (orang) Perubahan
<SD 564.766 565.574 0.14%
SMP 228.721 239.486 4.71%
SMA 255.342 285.840 11.94%
Diploma/Akademi 31.228 30.217 -3.24%
Universitas 74.432 93.561 25.70%

Jumlah 1.154.489 1.214.681 5.21%
NOTA KESEPAKATAN KEBLIAKAN UMUB ANCCARAN
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ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam RAPBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 sebagai penjabaran tahun
ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019 merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan
sistematis dan dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen bangsa
dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal,
efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas
hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Sembilan agenda (Nawa Cita) yang merupakan rangkuman program-
program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo
dan Jusuf Kalla dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam
RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma
pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar
pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins.

Perkembangan ekonomi global yang akan berpengaruh terhadap
perekonomian nasional di tahun 2019 diantaranya adalah: (i) membaiknya
perekonomian global yang diperkirakan akan dipengaruhi oleh terus
membaiknya perekonomian AS; (ii) perekonomian Kawasan Eropa yang mulai
pulih; (iii) perekonomian negara berkembang dan emerging yang makin baik;
serta (iv) rendahnya harga minyak dunia yang menguntungkan bagi negara
pengimpor minyak. Sasaran pembangunan Tahun 2019 adalah dengan
pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen.

Perekonomian domestik diperkirakan tumbuh sebesar 6,5 persen, relatif

stabil dari tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan membaiknya
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perekonomian global, dan didukung oleh berlanjutnya reformasi struktural di
dalam negeri secara komprehensif. Dari sisi permintaan, permintaan eksternal
akan mendorong pertumbuhan ekspor hingga mencapai 4,8-5,2 persen, yang
didukung oleh membaiknya kondisi ekonomi global, terutama di pasar ekspor
utama Indonesia, seperti Amerika Serikat yang perekonomiannya mulai
membaik. Selain itu, upaya dari sisi Indonesia untuk membuka pasar ekspor
baru, mengurangi hambatan perdagangan di pasar tujuan ekspor, serta
meningkatkan fasilitasi ekspor juga mendorong peningkatan permintaan
terhadap produk Indonesia. Sementara itu, investasi diperkirakan tumbuh 8,6-
9,0 persen yang didorong oleh permintaan domestik yang meningkat dan
membaiknya investasi pada sektor yang berorientasi ekspor. Peningkatan
investasi inipun akan didorong cleh membaiknya iklim investasi dan berusaha
di Indonesia, yang menyebabkan meningkatnya daya tarik Indonesia sebagai
tempat berinvestasi dan berusaha. Selain itu, permintaan domestik akan
ditopang oleh makin stabilnya inflasi sehingga daya beli makin meningkat yang
pada akhirnya mendorong konsumsi masyarakat tumbuh 5,0-5,2 persen.
Konsumsi pemerintah akan tumbuh 2,0-2,5 persen yang didukung oleh
percepatan penyerapan anggaran pembangunan yang diikuti dengan
akuntabilitas dan transparasi yang makin baik. Dari sisi penawaran,
pertumbuhan akan ditopang oleh pertumbuhan masing-masing industri:
Rincian asumsi ekonomi makro sebagai dasar penyusunan RAPBN 2019

dapat dilihat pada tabel 3.1:
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TABEL 3.1
PERKEMBANGAN DAN PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI 2011 - 2016 (DALAM

%])

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 2016
APBNP Perkiraan

Pertumbuhan Ekonomi* 6,2 6,0 5,6 5,0 57 5,8-6,2
Pertumbuhan Sisi Pengeluaran®
Konsumsi Rumah Tangga 51 5,5 5,4 L% | 5.1 5,0-5,2
Konsumsi LNPRT 55 67 82 124 35 4060 |
Konsumsi Pemerintah 55 4,5 6,9 2,0 4,5 2,0-2,5
PMTB 89 9,1 5.3 4,1 8,5 8,6-9,0
Ekspor Barang dan Jasa 14,8 1.6 4,2 1,0 2,2 4,8-5,2
Impor Barang dan jasa 15,0 8,0 1.9 wil s 16 4,0-5,0
Pertumbuhan Sisi Produksi*
Pertanian 4,0 4,6 4,2 4,2 4,2 4,2-4,3
Pertambangan dan Penggalian 4,3 3,0 i 0,6 0,6 0,3-0,4
Industri Pengaolahan 6,3 56 4.5 46 61 5,9-6,4
Pengadaan Listrik dan Gas 57 10,1 52 5,6 57 5,7-59
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang 4,7 33 4,1 i 3 | 5.3 5,8-6,0
Konstruksi 9,0 6,6 6,1 7.0 7.0 7.0-7,3
Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9,7 5.4 4,7 4,8 49 5.0-6,3
Transportasi dan Pergudangan 8,3 75 § 8,4 8,0 81 8,1-84
Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum 6,9 6.6 6,8 59 6,0 6,1-6,2
Informasi dan Komunikasi 10,0 12,3 10,4 10,0 10,1 10,2-10.4
Jasa Keuangan dan Asuransi 70 95 9,1 49 6,4 7,5-7.9
Real Estat 7.7 7.4 6,5 5,0 6,5 6,8-7,0
Jasa Perusahaan 9,2 74 7.9 9,8 9,1 9,1-9,2

e )
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Kebijakan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada tahun 2019
akan diarahkan guna mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan
kualitas pelayanan publik dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik antar
daerah searah dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan
berdasarkan pada pembagian urusan sebagaimana tertuang dalam UU No. 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan konsep
desentralisasi asimetris yang diusung dalam nawacita, dana transfer juga
diarahkan untuk menjawab persoalan isu-isu kesenjangan antar daerah,
khususnya dalam pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana
transfer tersebut terdiri atas: (i) Dana Perimbangan (DBH, DAK, dan DAU); (ii)
Dana Otonomi Khusus; (iii) Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta; (iv) Dana

Transfer Lainnya, dan (v) Dana Desa.

Dana Perimbangan

1. Dana Bagi Hasil. DBH menggunakan prinsip by origin (Daerah Penghasil
mendapat lebih besar) dan realisasi (disalurkan berdasarkan realisasi
Penerimaan Negara Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak). Adapun arah
kebijakan DBH Tahun 2019 meliputi: (i) Meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan DBH; (ii) Menetapkan alokasi DBH secara tepat
waktu dan tepat jumlah sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan
potensi daerah penghasil; (iii) Menyempurnakan sistem penganggaran dan
pelaksanaan atas PNBP yang dibagihasilkan ke daerah; dan (iv) Mendorong
peningkatan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH khususnya DBH SDA
dari Kehutanan; dan (iv) Mengoptimalkan penggunaan Sisa DBH Kehutanan DR
yang ada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kabupaten /kota.

2. Dana Transfer Umum. Untuk tahun 2019, Dana Transfer Umum menyasar
kepada efektifitas alokasi kepada pengelolaan dan penyediaan sarana dan
prasarana yang sejalan dengan urusan pemerintah daerah. Dalam mencapai
sasaran tersebut, arah kebijakan pengalokasian DAU adalah: (i) Mendorong
peningkatan pada Kkapasitas fiskal daerah; (ii) Mendorong penajaman

pemanfaatan DAU melalui rasionalisasi belanja pegawai di Daerah; (iii)
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Mendorong alokasi DAU yang bertujuan untuk pendayagunaan potensi Daerah;
(iv) Meningkatkan efektifitas DAU yang bertujuan untuk mendanai urusan
Daerah serta kepentingan strategis nasional; dan (v) Mendorong efektifitas
DAU dalam pemberian pelayanan dasar yang sejalan dengan SPM.

3. Dana Transfer Khusus (DTK). Untuk tahun 2019, alokasi DAK ke daerah
ditentukan berdasarkan tiga kriteria sebagai berikut: a) Kriteria Teknis,
disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan yang mendukung prioritas
nasional dan prioritas daerah (memiliki bobot paling tinggi), b) Kriteria
Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah; dan
¢) Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah
yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi helanja
Pegawai Negeri Sipil Daerah, digunakan dalam penentuan besaran dana
pendamping. Bidang DAK pada tahun 2019 fokus pada nawacita dan tiga
dimensi pembangunan serta difokuskan pada kebutuhan sarana dan prasarana
pelayanan dasar masyarakat (khususnya sesuai SPM) berdasarkan pembagian
urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Rencana
Kerja Pemerintah 2017, Bappenas 2016).

3.2 Laju Inflasi

Ekonomi Kalimantan Tengah triwulan 1V-2017 terhadap triwulan Iil-
2017 (y on y) tumbuh 5,34 persen, melambat dibanding capaian triwulan III-
2017 yang tumbuh 6,13 persen. Pertumbuhan beberapa lapangan usaha y on y
(%) pada triwulan IV-2017 antara lain perdagangan 10,05 persen, konstruksi
8,47 persen serta pengadaan listrik dan gas 7,56 persen.

Pokja pengendali inflasi melakukan pengendalian inflasi dengan
menjaga kelancaran arus distribusi barang kebutuhan pokok, menjaga stabilitas

harga komoditi, dan menjaga distribusi dan ketersediaan komoditas.

ﬂ

NOTA KESEPAKATAN KEBLJAKAN UMUN ANGGARAN
TAHUN ANGCARAN 2019

M -5



3.3 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kalimantan Tengah mengalami pertumbuhan sebesar
5,72 pada triwulan II 2016 di bandingkan dengan triwulan I tahun 2015.
Pertumbuhan ekonomi melambat ditahun 2016 yang tumbuh sebesar 6,36%).
Melambatnya pertumbuhan ekonomi tersebut dipicu oleh melemahnya kinerja
sektor utama. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah
masih lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan

laporan yang tercatat sebesar 5,18% (yoy).

3.4 Lain-Lain Asumsi

Selain asumsi-asumsi yang telah diuraikan diatas, maka asumsi-asumsi
lain yang ada dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2019
adalah kebijakan yang berkaitan dengan tidak adanya rencana kenaikan gaji
pokok PNS dalam RAPBN 2019 dan pemberian gaji ke-14.

Untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan
keluarga dan mutasi pegawai memperhitungkan acress yang besarnya

maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

e T e e e e
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BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
DAERAH

4.1 Pendapatan Daerah
4.1.1 Kebijakan Pendapatan Yang akan Dilakukan Pada Tahun Anggaran

2019

Arah kebijakan pendapatan daerah merupakan arah yang mengatur
tentang kebijakan dalam pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih serta merupakan perkiraan
yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber
pendapatan dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan pendapatan daerah dalam rangka memperkuat struktur
penerimaan daerah diarahkan pada pendayagunaan sumber-sumber keuangan
daerah secara optimal untuk meningkatkan penerimaan daerah baik yang
bersumber dari PAD maupun Dana Perimbangan serta lain-lain Pendapatan
Daerah yang sah.

Kebijakan pendapatan daerah untuk memperkuat struktur pendapatan
asli daerah yang mandiri, stabil dan sesuai dengan potensi yang dimilki.
Kemampuan dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan
pada penguatan otonomi daerah, meningkatkan (kapasitas fiskal) kemampuan
daerah dalam menggali potensi ekonomi daerahnya, melalui kegiatan ekonomi
dan pembangunan, serta optimalisasi pengelolaan jenis-jenis pendapatan asli
daerah. Upaya peningkatan PAD akan dilakukan bijaksana dalam upaya untuk
menjaga tetap terciptanya iklim usaha yang kondusif dengan kemampuan dunia
usaha dan masyarakat.

Penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan (DBH, DAU

dan DAK) terkait proses perhitungan dan penetapan dana lebih transparan dan
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akuntabel, penyempurnaan sistem penyaluran dana tepat waktu dan tepat
jumlah.

Peningkatan akurasi dan validasi data informasi yang menjadi komponen
atau variabel dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) seperti data jumlah penduduk, luas wilayah, indek
kemahalan konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dan
indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2019 pendapatan daerah masih didominasi oleh penerimaan yang berasal dari
Dana Perimbangan yaitu pada dana yang bersumber dari Bagi hasil pajak/bagi
hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Transfer Khusus. Pendapatan
Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Meski
demikian arah kebijakan pendapatan daerah tetap konsisten dan fokus pada

upaya memperkuat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mandiri.

4.1.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Sesuai dengan kebijakan perencanaan atau asumsi yang digunakan untuk
proyeksi pendapatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka target
Pendapatan Daerah yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp. 1.133.838.447.311,58 diasumsikan turun jika dibanding APBD 2018 yang
sebesar Rp. 1.179.037.387.345,60. Penurunan target pendapatan terjadi pada
kelompok jenis dan objek pendapatan sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah
Untuk komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2019
ditargetkan sebesar Rp. 161.209.747.031,67 diasumsikan turun dari APBD
Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp. 175.166.320.609,99 dengan rincian
sebagai berikut:

R e et
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1. Penerimaan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp.94.335.450.559,00
diasumsikan turun dari APBD Tahun Anggaran 2018 yang sebesar
Rp.99.789.500.000,00.

2. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.15.612.042.974,98 diasumsikan
tetap dari APBD Tahun Anggaran 2018 yang sebesar
Rp. 15.612.042.974,98

3. Untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu bagian
laba atas penyertaan modal pada BUMD diasumsikan sebesar
Rp.4.471.160.484,00 naik dibanding dengan APBD 2018 berada diangka
sebesar Rp. 2.500.000.000,00.

4. Untuk Lain-lain PAD yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 46.791.093.013,69
diasumsikan turun dari APBD 2018 diangka Rp. 57.264.777.635,01.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar

Rp.853.863.400.000,00 diasumsikan turun dari APBD Tahun Anggaran 2018

yang sebesar Rp.890.362.880.000,00 terdiri dari:

1. Dana Transfer Umum sebesar Rp.698.574.729.000,00.

2. Dana Transfer Khusus sebesar Rp.155.288.151.000,00.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2019 ditargetkan

sebesar Rp.118.765.300.279,91 yang terdiri:

1. Pendapatan Hibah menjadi Rp. 2.000.000.000;

2. Untuk Komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya
ditargetkan sebesar Rp. 80.265.300.279,91 Penerimaan Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Baik
nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok;

3. Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2019 diasumsikan sebesar

Rp.36.500.000.000,00.

e s
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Secara rinci proyeksi Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

TABEL 4.1

PERKIRAAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2019

JuMLAR PROSENTASE
NO URAIAN -
APBD TA. 2018 APBD TA. 2019 ()
1 2 3 4 5
- PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah 175.166.320.609,99 161.209.747.031,67 -7,.97%

. -5.47%
Pajak Daerah 99.789.500.000,00 94.335.450.559,00

0,
Retribusi Daerah 15.612.042.974,98 15.612.042.974.98 ER
0,

Hasil Pengelolaan Kekayaan 2.500.000.000,00 4.471.160.484,00 TEASH
Daerah yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah 57.264.777.635,01 46.791.093.013,69 -18,29%
Dana Perimbangan 890.362.880.000,00 890.362.880.000,00 0,00%
Dana Transfer Umum 698.574.729.000,00 698.574.729.000,00 0,00%
Dana Transfer Khusus 155.288.155.000,00 155.288.155.000,00 0,00%
Dana Intensif Daerah 36.500.000.000,00 - -100,00%
Lain-lain Pendapatan yang Sah 113.508.186.735,61 83.765.300.279,91 4,63%
Pendapatan hibah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00%
Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan 110.008.186.735,61 80.265.300.279,91 -27,04%
Pemerintah Daerah Lainnya
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 1.500.000.000,00 A -100,00%
Pemda lainnya
Dana Insentif Daerah - 36.500.00.000,00 -100,00%

... . - |
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4.1.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

1. Pendapatan Asli Daerah.

Dalam rangka mencapai target pendapatan daerah ditempuh upaya-

upaya antara lain:

e Meningkatkan koordinasi dengan SKPD yang terkait yang
melakukan pemungutan teknis terkait dengan target sasaran;

e Meningkatkan Kkapasitas, kompetensi kualitas sumber daya
manusia dalam pengeloalaan pendapatan;

e Perbaikan manajemen penerimaan, terutama menyangkut
perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi
daerah dengan didukung teknologi informasi;

e Pendataan obyek dan subjek pajak/retribusi;

e Peningkatan sanksi terhadap wajib pajak/retribusi yang tidak
memenuhi kewajibannya dengan bekerjasama dengan Tim
Terpadu;

e Proaktif melakukan jemput bhola terhadap wajib pajak;

¢ Meningkatkan intensifikasi dan memperluas basis pungutan
daerah (ekstensifikasi).

Dalam rangka memperluas basis pungutan daerah dapat ditempuh
dengan cara memperluas objek, menambah jenis, menaikan tarif maksimum
dengan mengevaluasi kontrak-kontrak sewa tanah milik pemerintah Kota serta
diskresi penetapan tarif.

2. Dana Perimbangan

Penerimaan pendapatan dari bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana

Alokasi Umum dan Dana Transfer Khusus dilakukan upaya

koordinasi dan rekonsiliasi data perhitungan dengan pihak terkait.

Proses perhitungan, penetapan dana transparan dan akuntabel.

Peningkatan akurasi dan validasi data yang menjadi komponen

variabel dalam perhitungan DAU dan Dana Transfer Khusus,
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penyempurnaan sistem penyaluran dana tepat waktu dan tepat
jumlah.

3. Lain- lain Pendapatan yang Sah
Peningkatan koordinasi dengan pihak Provinsi dalam upaya

optimalisasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan.

4.2 Belanja Daerah

4.2.1 Kebijakan Terkait Dengan Belanja Daerah Meliputi Total
Perkiraan Belanja Daerah
Belanja Daerah tahun 2019 diharapkan mampu mendukung prioritas

pembangunan daerah yaitu: (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia; (2)

Pembangunan Ekonomi; (3) Pembangunan Penataan Wilayah; (4) Pembangunan

Sosial Budaya; (5) Penciptaan Tata Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan tahun 2018, kebijakan belanja

untuk mengatur pendanaan pelaksanaan pembangunan pembangunan

diantaranya sebagai berikut:

a. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya
yang meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

b. Belanja dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Wajib digunakan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam
upaya memenuhi Kewajiban Daerah yang diwujudkan dalam bentuk
Pelayanan Dasar, Pendidikan, Kesehatan, Fasilitas Sosial dan Fasilitas
Umum yang layak.

3 Belanja Daerah disusun berdasarkan prestasi kerja yang berorientasi
pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal ini bertujuan
untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta

memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

e e e
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d. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD,
Pemerintah Kota akan memberi perhatian pada kegiatan /program yang
mendorong peningkatan investasi dan peningkatan PAD termasuk
investasi dibidang pendidikan, keuangan, persewaan dan jasa
perusahaan, perdagangan, hotel dan restauran.

e. Penyusunan Belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD yang terukur dan diikuti dengan
peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Kebijakan Belanja Langsung terkait dengan pelaksanaan program dan
kegiatan yang dapat diukur berdasarkan indikator dan tolok ukur capaian
kinerja yang telah ditetapkan. Diantaranya belanja pegawai, belanja barang dan

jasa, serta belanja modal. Kebijakan belanja program/kegiatan antara lain:

1. Belanja langsung berdasarkan isu strategis pembangunan Kota
Palangka Raya

2. Belanja dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran pembangunan
dalam prioritas pembangunan yang termuat dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka
Raya.

3. Proporsionalitas dan standarisasi belanja berdasarkan standar
antara lain Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan

Standar Pelayanan Minimal. (SPM).

Kebijakan Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang tidak terkait
langsung dengan program/kegiatan antara lain belanja pegawai, bunga, subsidi,

hibah, bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

Belanja Daerah menurut kelompok belanja yang akan dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota Palangka Raya meliputi belanja tidak langsung dan belanja

langsung.

B e R —
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a. Belanja Tidak Langsung (BTL), Pada APBD Tahun Anggaran 2019
dianggarkan sebesar Rp. 653.265.502.131,07 diasumsikan naik dari
APBD Tahun Anggaran 2018 yang berada diangka sebesar
Rp. 604.552.497.997,58.

b. Belanja Langsung (BL), Pada Tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar
Rp. 507.773.457.987,80 menurun dari APBD 2018 yang berada diangka
sebesar Rp. 618.295.233.896,80.

Secara keseluruhan total Belanja Daerah tahun anggaran 2019
dianggarkan sebesar Rp.1.161.038.960.118,87 diasumsikan turun jika
dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2018 yang berada diangka
sebesar Rp.1.222.847.731.894,38. Dengan perkiraan Belanja Daerah tahun
anggaran 2019 sebesar Rp.1.161.038.960.118,87 tersebut, terdapat defisit
anggaran sebesar (Rp.27.200.512.807,29) yang ditutup oleh pembiayaan Netto
sebesar Rp.27.200.512.807,29.

Ikhtisar mengenai rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada
tabel 4.2 berikutini :
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4.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial,
Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
Kebijakan belanja tidak langsung merupakan kebijakan belanja yang
tidak terkait langsung dengan program/kegiatan belanja yang termasuk
dalam anggaran Belanja Tidak Langsung, masing-masing komponen
belanja dimaksud sebagai berikut:

a. Belanja pegawai
Belanja pegawai terdiri dari Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan
PNS, Belanja Penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan
perundang-undangan, termasuk Uang Representasi dan Tunjangan
Pimpinan dan Anggota DPRD, Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, Biaya pemungutan Pajak dan Retribusi, Tambahan
Penghasilan Guru dan Tunjangan Profesi Guru. Untuk tahun anggaran
2019 dianggarkan sebesar Rp.619.347.739.611,94 mengalami kenaikan
dibanding dengan APBD Tahun Anggaran 2018 yang sebesar
Rp.542.349.473.478,45

b. Belanja Bunga
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga
hutang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian
pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Belanja
bunga tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 1.520.000.000.

(=2 Belanja Hibah
Ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan
Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah diberikan
secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah, dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan dilengkapi
dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan kewajiban
penerima hibah mempertanggungjawabkan penggunaan dana. Belanja
hibah tahun anggaran 2019 diasumsikan sebesar Rp.15.868.717.775,00.

B T S,
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d. Belanja Bantuan Sosial
Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang
dan/atau barang kepada masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak
stabil akibat krisis sosial ekonomi atau bencana agar dapat memenuhi
kebutuhan hidup minimum dan lembaga non pemerintah bidang
pendidikan /keagamaan/bidang lain untuk melindungi dari resiko sosial.
Dalam rangka mendukung upaya-upaya penanggulangan dan penangan
masalah  sosial diantaranya kemiskinan, pengangguran dan
ketenagakerjaan. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus
menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki
kejelasan peruntukan penggunaannya, dengan memperhatikan asas
keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas.
Pada tahun anggaran 2019 diasumsikan sebesar Rp. 10.280.000.000,00.
e. Bantuan Keuangan

Digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum
atau khusus kepada Provinsi/kab/kota dan pemerintah desa/Partai
Politikdalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan
keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan
penggunaannya  diserahkan  sepenuhnya  kepada  pemerintah
daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan
keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya
diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Belanja
bantuan keuangan kepada Provinsi / kab/kota dan Pemerintahan
desa/partai politk pada tahun anggaran 2019 diasumsikan
Rp. 1.249.044.744,13. Terdiri dari bantuan kepada Provinsi dan Partai
Politik.

e =T e A e
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Belanja Tak Terduga
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara jelas dan rasional,
digunakan untuk belanja kegiatan yang sifatnya tidak biasa / tanggap
darurat atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana
alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan
pada tahun anggaran 2019. Untuk tahun anggaran 2019 sebesar
Rp.5.000.000.000,00

4.2.3 Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara
Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan

Nasional Yang Akan Dilaksanakan di Daerah

a. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah berdasarkan RPJMD tahun 2013 - 2018

adalah sebagai berikut:

: 8 Pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang ramah
lingkungan

2. Pengembangan infrastruktur pendukung sektor perikanan dan
pariwisata serta pendidikan

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan

sektor pendidikan, jasa dan pariwisata
4. Mengatasi ketimpangan antar wilayah dengan peningkatan pertumbuhan

sektor ekonomi pedesaan berbasis perikanan {danau dan sungai)

5, Pengembangan sektor jasa dan perdagangan berbasis perikanan dan dan
pariwisata
6. Pengembangan regulasi terkait pengembangan usaha

Peningkatan efektifitas kelembagaan dan kompetensi aparatur

e
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10.
11.

172,
13.
14.

Meningkatnya pemahaman dan pengamalan budaya Huma Betang
sebagai falsafah dalam pembangunan

Pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan

Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Pengembangan industri obat tradisional untuk peningkatan ekonomi
lokal

Peningkatan pelayanan publik yang bersifat langsung kepada masyarakat
Peningkatan ketersediaan infrastuktur dasar

Ketersediaan pertumbuhan ekonomi antar sektor dan antar wilayah

Sasaran pembangunan dijabarkan dalam arah kebijakan dan program

pembangunan ditujukan lebih memantapkan pembangunan disegala bidang

dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan

pemberdayaan ekonomi rakyat terutama mendorong usaha dalam bidang jasa.

Berdasarkan strategi tersebut diatas, sasaran pembangunan daerah Kota

Palangka Raya tahun 2019 yang hendak dicapai adalah:

:

Terwujudnya lembaga pendidikan dasar dan menengah yang berstandar
nasional dan internasional;

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan menengah, budaya
pembelajaran dan perpustakaan;

Menurunnya penduduk yang buta aksara;

Terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh
masyarakat;

Menurunnya angka kematian (AKB, AKI, AKABA) menjadi AKB
:7/1000KH; AKI: 15/100.000KH, AKABA: 8/1000KH pada tahun 2018;
Menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular;
Terpenuhinya kebutuhan medis dan paramedis;

Menurunnya angka gizi buruk menjadi nol pada tahun 2018;
Meningkatnya kompetensi penduduk usia kerja sesuai potensi daerah;

Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk;

S
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11
12,

13,
14.
15
16.
17.
18.
1%
20.

21,

22

23.

24.

25,

26.
27.

28.

29.

30.

31.

a2,

Meningkatnya jumlah pekerjaan sosial dan penyuluh kesejahteraan sosial
Meningkatnya kualitas kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS);

Meningkatnya sarana dan prasarana bagi penyandang masalah sosial;
Meningkatnya konsumsi pangan sesuai PPH;

Tercukupinya ketersediaan bahan pangan;

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan;
Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana sektor perikanan;
Meningkatnya kegiatan ekonomi kreatif;

Meningkatnya kualitas dan kreatifitas SDM Pariwisata dan UKM;
Meningkatnya kelancaran distribusi barang dan jasa dan penggunaan
produk dalam negeri;

Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja;

Menurunkan angka ketergantungan;

Meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat;

Meningkatnya kontribusi hasil industri kecil dan jasa berbasis pariwisata
yang ramah lingkungan terhadap perekonomian daerah;

Terwujudnya peningkatan daya saing koperasi, usaha mikro Kkecil,
menengah yang mandiri dan inovatif berdasarkan ekonomi kerakyatan;
Terbangunnya kawasan hutan dan kebun yang berbasis pariwisata;
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap
perekonomian daerah;

Meningkatnya jumlah investasi;

Terbentuknya iklam yang kondusif bagi penanaman modal untuk
kegiatan pembangunan sesuai dengan potensi sumber daya alam serta
pola tata ruang daerah;

Meningkatnya mutu pelayanan publik kepada masyarakat;

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum
daerah;

Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;

NOTA KESEPAKATAN KEBLIAKAN UMUM ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2019

lhann L cilmniiic, o ALES, e



33.  Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian;

34. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mewujudkan
kemandirian daerah;

35. Tersedianya pembangunan infrastruktur;

36. Terwujudnya sarana dan prasarana publik sektor pertanian;

37.  Meningkatnya kualitas air sesuai dengan standar baku mutu lingkungan
air bersih;

38.  Meningkatnya penegakan hukum lingkungan;

39.  Berkurangnya kerusakan hutan;

40.  Meningkatnya inventarisasi dan dokumentasi sumber daya hutan;

41.  Menurunnya tingkat pencemaran;

42.  Meningkatnya pengelolaan sampah yang tertangani;

43. Meningkatnya keterpenuhan energi;

44,  Meningkatnya tanggap bencana;

45.  Meningkatnya pemanfaatan lahan kritis untuk konservasi;

46.  Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam konservasi lingkungan;

47.  Meningkatnya luas ruang terbuka hijau dan ruang publik lainnya;

48. Meningkatnya jumlah bangunan ber -IMB dan sarana prasarana umum;

49, Menurunkan kejadian bencana kebakaran;

50. Terwujudnya pelayanan angkutan;

51.  Terwujudnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor;

52. Terwujudnya jaringan data sarana dan prasarana pehubungan yang
terpelihara;

53.  Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang berkeselamatan;

54. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan pengguna lalu lintas;

55. Terwujudnya aparatur yang siap pakai;

56.  Terpenuhinya pemerataan dan pengendalian prasarana komunikasi dan
informasi;

57.  Terwujudnya mutu pelayanan aparatur;

58.  Meningkatnya dan berkembangnya sistem pengelolaan keuangan daerah;
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58.

60.

61.
62.
63.

64.
65.

66.
67.
68.
69.
70.
71,

72.
73.

Terwujudnya akuntabilitas yang baik dalam penyelenggaraan
pemerintah;

Terwujudnya standar pelayanan minimal dan standar operasional
prosedur satuan kerja perangkat daerah dalam pelayanan kepada
masyarakat;

Penataan kelembangaan sesuai visi misi daerah;

Tertibnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan non formal budaya
pembelanjaran dan perpustakaan;

Meningkatnya pelayanan keperpustakaan daerah;

Meningkatnya mutu pelayanan adminstrasi kearsipan kepada
masyarakat;

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan;

Tersedianya data informasi dan pelaporan pembangunan;

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
Pengarustamaan gender dalam pembangunan;

Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan;

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengamalan dan pelestarian
nilai seni dan budaya daerah;

Meningkatnya prestasi seni, budaya dan olah raga;

Terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis;

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya akan menjadi fokus

program dan kegiatan seluruh perangkat daerah Kota Palangka Raya. Selain itu

karena lokasi kegiatan dan penerima manfaat atau kelompok sasaran berada di

wilayah Kota Palangka Raya, maka prioritas tersebut juga menjadi bagian dari

prioritas pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palangka

Raya.
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Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, isu strategis dan masalah mendesak
yang aktual dihadapi maka ditetapkan prioritas dan program pembangunan
pada tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1 Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

Pembangunan Penataan Wilayah dan Lingkungan Hidup

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

P s B0

Pembangunan Sosial dan Budaya

4.2.4 Kebijakan Belanja

Belanja Daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palangka
Raya berdasarkan urusan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD).

a. Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut terdiri atas urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan
pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan
pemerintahan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau
kabupaten / kota. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan
wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam
bentuk peningkatan baik itu yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun
yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas
social dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaringan

sosial. Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan belanja daerah yang
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terdiri dari belanja urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi
penunjang.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah
yang berkaitan dengan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar
warga negara. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup:

1. Bidang Pendidikan;

2 Bidang Kesehatan;

3 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

5 Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat;

6. Bidang Sosial.
Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar, mencakup:

Bidang Tenaga Kerja;

Bidang Lingkungan Hidup;

Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

1

2

&
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5 Bidang Perhubungan;
6 Bidang Komunikasi dan Informatika;

7. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
8 Bidang Penanaman Modal;

9 Bidang Kepemudaan dan Olahraga;

10.  Bidang Kearsipan.
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Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan pilihan, mencakup:

1 Bidang Kelautan dan perikanan;

2 Bidang Pariwisata;

3. Bidang Pertanian;

4. Bidang Perindusterian.

Yang dimaksud dengan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah adalah urusan pemerintahan yang memberikan pelayanan
bagi organisasi perangkat daerah lain. Klasifikasi belanja menurut urusan
pemerintahan fungsi penunjang, mencakup:

Bidang Administrasi Pemerintahan;

Bidang Pengawasan;

Bidang Perencanaan;

Bidang Keuangan;

Bidang Kepegawaian;

Sy P o e e

Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Penyusunan Belanja Daerah berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) digunakan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi
SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi
tanggung jawabnya. Klasifikasi belanja berdasarkan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) disesuaikan dengan susunan organisasi yang ada di lingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya pada saat sekarang ini.

Klasifikasi belanja berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah
sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan;

2. Dinas Kesehatan;

3. Rumah Sakit Umum Daerah;
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13.
14.
15,
16.
17.
18.
19.
20.
21,
22,
23,
24.
25.
26.
27,
28.
29
30.
3L
32.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Dinas Sosial;

Dinas Tenaga Kerja;

Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Dinas Perikanan;

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

Dinas Perindusterian dan Perdagangan;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Sekretariat Daerah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Kecamatan Pahandut;

Kecamatan Bukit Batu;

Kecamatan Jekan Raya;

Kecamatan Sabangau;

Kecamatan Rakumpit;

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

e __ ________._... - ________________________ |
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33.  Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

33. Inspektorat;

34.  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

35.  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
36.  Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
37.  Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

38.  Badan Penelitian dan Pengembangan.

4.3  Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2019 adalah
upaya untuk menutup defisit anggaran yang diutamakan berasal dari sumber-
sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi
daerah dimasa datang, misalnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya, sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat
mungkin hanya dialokasikan untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban

daerah dan tidak dapat ditunda pengeluarannya.

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2019

mencakup:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan
selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja dalam APBD
tahun anggaran berkenaan yang telah ditutup (2018). Pada tahun
anggaran 2019 SiLPA dianggarkan berdasarkan estimasi sementara
sebesar Rp.33.700.512.807,29 Sedangkan untuk jumlah pasti realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Tahun 2018) baru dapat
dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, berdasarkan
SiLPA tahun 2018 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.
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Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup pelampauan
penerimaan pendapatan, sisa penghematan belanja langsung dan tidak
langsung, sisa belanja DAK, dan akibat lainnya dan pengeluaran lainnya
yang belum terselesaikan sampai akhir tahun.

b. Pencairan Dana Cadangan
Pada tahun anggaran 2019 pencairan dana cadangan tidak dianggarkan.

€ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan
untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
berupa penjualan milik perusahaan daerah/BUMD, penjualan kekayaan
milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau
hasil investasi penyertaan modal Pemerintah Daerah. Pada tahun
anggaran 2019 hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak
dianggarkan.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan semua
transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari
pihak lain termasuk (obligasi) sehingga daerah dibebani kewajiban untuk
membayar kembali.
Pada tahun anggaran 2019, penerimaan pinjamaan daerah tidak
dianggarkan.

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk
menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya. Pada tahun
anggaran 2019 penerimaan kembali pemberian pinjaman tidak
dianggarkan.

f. Penerimaam Piutang Daerah
Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan
penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, yaitu

B
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berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah,
lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank atau penerimaan
piutang lainnya. Pada tahun anggaran 2019 penerimaan piutang daerah

tidak dianggarkan,

Jumlah penerimaan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dianggarkan
sebesar Rp.33.700.512.807,29

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan mencakup:

a.

Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan
sejumlah dana vyang akan  diinvestasikan/disertakan  untuk
merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga kepada perusahaan yang
dibentuk daerah atau BUMD.

Pada tahun anggaran 2019, penyertaan modal (investasi) pemerintah

daerah dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000,00

Pembayaran Pokok Utang

Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan kewajiban
pokok yang jatuh tempo dalam tahun anggaran 2019 termasuk
tunggakan atas pinjaman - pinjaman daerah yang dilakukan dalam tahun-
tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati. Untuk tahun 2019 pembayaran pokok utang di anggarkan
sebesar Rp.1.500.000.000,00.
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Dokumen KUA Tahun Anggaran 2019 disusun berpedoman pada RKPD
Tahun 2019 dan hasil pembahasan pada forum Musrenbang Kota Palangka
Raya Tahun 2018. Dengan demikian KUA Tahun Anggaran 2019 adalah hasil
dari komitmen seluruh stakeholder (pemangku kegiatan) yang berisi kebijakan
umum pembangunan Kota Palangka Raya untuk pelaksanaan Tahun-2019.

Apabila dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi
penyusunan KUA akibat adanya kebijakan Pemerintah, dapat dilakukan
penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran
indikatif apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan KUA. Penambahan
atau pengurangan program dan kegiatan dilakukan ketika proses pembahasan
PPAS APBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi Pedoman
dalam Penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2019.

Palangka Raya, Juli 2018

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
APALANGKA RAYA
selaku, |

NOTA KESEPAKATAN KERLIAKAN UNUN ANCGARAN
TAHUN ANGCARAN 2019

V--1



